BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Manusia dalam esensinya sebagai makhluk sosial (homo socius) diharuskan
untuk berelasi dengan sesama. Relasi yang dibangun antar manusia harus memiliki
dampak positif atau dengan kata lain laki-laki dapat berelasi dengan perempuan dan
sebaliknya perempuan dapat berelasi dengan laki-laki. Di tengah membangun
hubungan sosial, manusia secara tidak langsung membangun suatu struktur
kebudayaan yang melekat di dalam kehidupannya. Struktur kebudayaan yang
dibangun tentunya memiliki masalah yang berdampak pada kehidupan sosial
manusia. Secara eksplisit, masalah yang merugikan keberadaan manusia sebagai
makhluk sosial yaitu struktur budaya patriakat.

Budaya patriarkat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat cenderung
lebih menguntungkan atau mengutamakan kedudukan dan peran laki-laki. Struktur
kebudayaan ini mengekang kebebasan perempuan dalam relasi sosial dengan orang
lain atau lingkungan sekitarnya serta membentuk perempuan menjadi sosok penurut
tanpa menghayati hidupnya secara total. Budaya patriarkat bukan saja menekan
perempuan secara fisik tetapi juga mengganggu secara psikologis.

Banyak perempuan mengalami tekanan dalam hidup karena praktik budaya
yang membawa perbedaan serta pembatasan terhadap ruang gerak perempuan.
Ironisnya, praktik kebudayaan ini berkembang dan mengakar dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat yang menilai bahwa
patriarkat menjadi suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Pandangan ini kemudian menimbulkan perdebatan
panjang ditengah masyarakat sampai saat ini.

Kabupaten Sikka adalah salah satu daerah di Indonesia yang menganut
sistem budaya patriarkat. Masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai pedoman
hidup yang mengatur segala bentuk tingkah laku kehidupan. Kebudayaan Sikka

memandang kaum perempuan adalah kelompok lemah sehingga wajib dilindungi.
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Hal ini dibuktikan dengan norma-norma kebudayaan yang berlaku bagi perempuan.
Kehidupan perempuan dilindungi dari berbagai macam bentuk ketidakadilan
seperti kekerasan dan pelecehan. Struktur budaya ini kemudian disalah artikan oleh
sebagian masyarakat.

Sisi lemah perempuan dijadikan sebagai tolak ukur masyarakat dalam
menilai kemampuan perempuan. Dari sudut pandang tersebut membentuk
pandangan baru terhadap perempuan. Dengan sendirinya masyarakat menilai
bahwa perempuan hanya bisa melakukan pekerjaan yang mudah seperti urusan
keluarga dan rumah tangga. Perempuan Sikka pada umumnya tidak memiliki
keberanian untuk beradaptasi dengan kebudayaan yang membelenggu tersebut. Hal
ini menjadikan perempuan Sikka sebagai kaum yang dinomorduakan dalam segala
hal.

Budaya patriarkat menyusup ke dalam bidang kehidupan masyarakat
lainnya seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan keagamaan. Dalam bidang
politik, peran perempuan bagi kehidupan masyarakat di tengah kungkungan budaya
patriarkat melahirkan banyak pembelaan. Hadirnya UU keterwakilan perempuan
sebanyak 30% untuk anggota parlemen akhirnya membawa sedikit perubahan bagi
perempuan.

Walaupun belum bisa menyaingi kedudukan laki-laki tetapi perubahan itu
dalam keberanian perempuan untuk terjun ke dunia politik. UU juga berpengaruh
pada kiprah perempuan di DPRD Kabupaten Sikka yang semakin menunjukan
kemajuan. Jika dilihat dalam grafik jumlah keterlibatan perempuan di DPRD
Kabupaten Sikka mengalami perubahan setiap periode walaupun tidak secara
signifikan. Kaum pria masih mendominasi serta menghiasi kursi parlemen
dibandingkan dengan perempuan yang masih jauh dari harapan.

Banyak faktor yang menghambat perempuan untuk terjun ke dunia politik.
Faktor internal yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri maupun faktor
eksternal yang timbul dari pandangan kebudayaan. Pengaruh budaya patriarkat juga
mewarnai setiap instansi atau lembaga negara sehingga berdampak pada bentuk
hukum yang bersifat maskulin. Bentuk hukum seperti ini mempengaruhi
perempuan untuk enggan terlibat. Selain itu rendahnya partisipasi perempuan

dalam dunia politik juga disebabkan oleh minimnya ruang yang diberikan kepada
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perempuan serta kurangnya pemberdayaan politik bagi perempuan. Kebanyakan
perempuan juga kurang mendapat dukungan dan kepercayaan dari keluarga dan
masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sikka kurang diberi pemahaman mengenai
politik sehingga melahirkan anggapan-anggapan terhadap perempuan. Jadi, di satu
sisi rendahnya keterlibatan perempuan di dunia politik disebabkan oleh minimnya
pengetahuan serta minat perempuan dan di sisi lain partai politik kurang
mengakomodir perempuan untuk terjun ke dunia politik. Untuk mencoba mengatasi
masalah diskriminasi terhadap perempuan, penulis menawarkan konsep pemikiran
Iris Marion Young yakni diferensiasi politik. Pada dasarnya inti dari pemikiran
Young yaitu konsep keadilan bukan hanya terbatas pada individu tetapi dibutuhkan
pengakuan dari kelompok sosial untuk memperbaiki ketidakadilan yang ada di
tengah masyarakat. la mengangkat persoalan diskriminasi setelah melihat
ketidakadilan yang terjadi ditengah masyarakat.

Menurut Young, persoalan ini tidak bisa di atasi dengan tindakan formal
seperti reformasi hukum tetapi dibutuhkan revolusi kebudayaan. Iris Marion Young
kemudian menjelaskan lima bentuk penindasan untuk mendefinisikan bentuk-
bentuk ketidakadilan di dalam masyarakat diantaranya eksploitasi, marginalisasi,
ketidakberdayaan, dominasi budaya dan kekerasan. Realitas partisipasi politik
perempuan di Kabupaten Sikka memiliki hubungan dengan hasil pemikiran Young
tersebut. Perempun Sikka yang terjun ke dunia politik tidak jauh dari kata
eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya dan kekerasan. Oleh
karena itu, menurut Young, harus ada perubahan dalam individu. Setiap individu
harus menanamkan rasa peduli dan menghargai antar sesama. Dengan cara seperti
ini perempuan juga dapat menikmati kehidupan secara penuh tanpa harus mendapat
tekanan dari pihak manapun. Pemahan seperti ini secara perlahan dapat
menghilangkan konstruksi budaya patriarkat yang membelenggu perempuan.

Dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat membantu memberikan
perubahan dalam hal meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Selain
itu, memberikan kesadaran terhadap masyarakat sebagai makhluk sosial yang
sederajat serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama agar perempuan dan laki-
laki memiliki peran yang sama dan tidak mengenal struktur kekuasaan dan yang

dikuasai.
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4.2 Usul dan Saran

Perjuangan untuk melibatkan kaum perempuan dalam berbagai bidang
kehidupan terutama bidang politik belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh
karena itu, untuk mengatasi masalah kesamaan peran antara perempuan dan laki-
laki dibutuhkan kerja sama yang baik antar semua pihak. Peran pemerintah dan
masyarakat dalam upaya mendobrak perilaku diskriminatif diharapkan dapat
mengubah kehidupan kaum perempuan terutama partisipasi di dunia politik.

Upaya-upaya yang dibuat penulis dalam bab sebelumnya setidaknya dapat
membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Selain itu,
dibutuhkan kesadaran setiap individu bahwa laki-laki dan perempuan adalah
makhluk sosial yang sederajat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Melalui kesadaran ini, secara perlahan dapat menghilangkan stigma terhadap kaum
perempuan.Lebih dari itu, penentu utama dari gerakan untuk mewujudkan
partisipasi perempuan dalam dunia politik adalah perempuan itu sendiri. Untuk itu,
kaum perempuan dituntut untuk lebih berani mengungkapkan dirinya melalui

keterlibatan dalam berbagai bidang kehidupan terutama di dunia politik.

4.2.1 Untuk Keluarga

Keluarga adalah komponen paling terkecil dalam masyarakat. Dalam
keluarga manusia mendapat pendidikan secara informal dan dibentuk menjadi
orang yang mampu berpikir serta bertanggung jawab atas seluruh tingkah lakunya.
Keluarga merupakan tempat belajar pertama sebelum seseorang mengenal
lingkungan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pendidikan dari dalam
lingkungan keluarga secara langsung bisa memberikan pengaruh pada tingkah laku
seorang anak ketika berhadapan dengan masyarakat luas.

Jika dalam sebuah keluarga sejak dini mendidik dengan cara menerapkan
unsur budaya patriarkat terhadap anak, maka apa yang didapatkan anak tersebut
akan terbawa dan mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, untuk menghilangkan
sikap diskriminasi terhadap perempuan, harus ada pembenahan dalam lingkungan
keluarga terlebih dahulu. Keluarga harus menerapkan nilai budaya yang tidak
bersifat diskriminatif dengan mengedepankan kesetaraan gender. Selain itu,
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keluarga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan

sesuai dengan hak dan kewajibannya.

4.2.2 Masyarakat Kabupaten Sikka

Masyarakat merupakan komunitas sosial yang memberikan kebebasan
kepada seseorang untuk mengekspresikan diri. Kebebasan yang ada dalam
masyarakat seharusnya tidak merugikan serta membatasi kebebasan orang lain.
Dalam hal ini, masyarakat harus mampu mengambil jalan keluar dalam
penyelesaian masalah diskriminasi terhadap kaum perempuan khususnya di ranah
publik.

Masyarakat Kabupaten Sikka memiliki peran penting untuk
mempertahankan nilai kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur tetapi
juga harus mengenal sejarah kebudayaan Kabupaten Sikka, sehingga tidak terjadi
kesalahan dalam menghayati nilai kebudayaan tersebut tanpa menghilangkannya.
Dalam masyarakat harus diberikan kebebasan terhadap kaum perempuan untuk
mengekspresikan dirinya secara utuh tanpa dibelenggu oleh budaya patriarkat.
Pandangan negatif tentang perempuan yang dibangun oleh masyarakat harus diubah
secara perlahan. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya
partisipasi perempuan dalam kehidupan politik sebagai bentuk penghargaan

terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara.

4.2.3 Pemerintah

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah berperan sebagai pemegang
aturan tertinggi mengenai kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah harus memberikan sosialisasi mengenai kesamaan peran antara
perempuan dan laki-laki dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
dampak negatif budaya patriarkat.

Selain itu, dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah dalam
mengaplikasikan undang-undang tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen
sehingga dapat membuka peluang perempuan untuk masuk ke dalam Kkursi
parlemen. Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap agar pemerintah Kabupaten

Sikka lebih terbuka dan tegas dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah
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kehidupan masyarakat sehingga perempuan tidak dianggap sebagai kaum yang
terpinggirkan tetapi sebagai partner kerja laki-laki.

1.2.4 Untuk Partai Politik

Partai politik harus menjalankan fungsi sosialisasi politik dan rekrutmen
politik untuk memperkenalkan nilai-nilai politik kepada masyarakat terutama kaum
perempuan. Sosialisasi politik digunakan untuk membentuk suatu sikap sekaligus
meyakini kaum perempuan mengenai politik. Selain itu, partai politik harus
memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kaum perempuan mengenai
UU kuota keterwakilan perempuan di DPR sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

mengaplikasikannya.

4.2.5 Untuk Kaum Perempuan

Berbicara mengenai peran kaum perempuan dalam dunia politik, harusnya
yang paling berperan dalam masalah ini yaitu perempuan itu sendiri. Disamping
struktur budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, perempuan dituntut
untuk lebih terlibat aktif agar dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai
perempuan ditengah masyarakat.

Perempuan harus mampu berjuang dan tidak membiarkan diri terbelenggu
oleh budaya patriarkat. Kaum perempuan harus menyadari bahwa keberadaanya
sebagai manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban kodratnya. Hak dan
kewajibannya menjadikan perempuan memberanikan diri untuk menjalani
kehidupan secara bebas tanpa dibelenggu oleh struktur kebudayaan. Selain itu,antar
sesama perempuan harus saling mendukung, sehingga kesetaraan gender di dunia

politik dapat terwujud.

4.2.6 Lembaga Adat

Lembaga adat di Kabupaten Sikka memiliki peran penting untuk
mempertahankan nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Oleh karena itu,
para tetua adat bertugas untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini
menyimpang dengan cara menjelaskan nilai budaya yang sebenarnya terkandung

dalam kebudayaan tersebut. Lembaga adat harus mengambil peran penting dalam
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proses peningkatan harkat dan martabat perempuan di tengah masyarakat serta
memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup bermasyarakat.
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